
 
 

 

 

 

 

 

 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
  

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG 

 
NOMOR   16   TAHUN 2023 

 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS  PERATURAN  WALIKOTA PANGKALPINANG  

NOMOR 75 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PANGKALPINANG, 
 
 

Menimbang  :  a.  bahwa  untuk melaksanakan ketentuan surat 

Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ 

Hal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah Terkait Penggunaan DBH CHT Ta.2023, DBH DR 

Ta. 2023 dan DAK TA. 2023; 

  b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil temuan Badan 

Pemeriksaan Keuangan  pada Laporan Keuangan Tahun 

Anggaran 2022, berkenaan dengan kesalahan 

penganggaran belanja barang dan Jasa dipergunakan 

untuk membeli atau pengadaan aset tetap pada beberapa 

OPD; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Walikota Pangkalpinang  Nomor 75 Tahun 2022 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023; 

 

 

 

 



 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang  Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-

Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan 

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomo 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam 

Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1821); 

  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 

 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  

Nomor 4286); 

 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  2004 Nomor 5, Tambahan  Lembaran  Negara  

Republik Indonesia Nomor 4355); 

 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia  Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4210); 

 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan   Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran  Negara  Republik Indonesia 

Nomor 4438);  



 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara   

republik Indonesia Nomor 5049); 

 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

208, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia 

Nomor 6827); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran   

Negara Indoneisa tahun 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 

Tahun  2012  tentang  Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan  Lembaran  Negara  

Republik Indonesia Nomor 4575); 

 



 14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2009 tentang   

Bantuan   Keuangan  kepada Partai   Politik (Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4972) sabagaimana telah di ubah  dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor  1 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran  Negara  

Republik Indonesia tahun 201 Nomor1 , Tambahan  Lembaran  

Negara  Republik Indonesia Nomor 1177; 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara  Republik  

Indonesia  Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara   Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota   Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah di 

ubah dengan Peraturan Pemerintah nomor  Tahun 2023 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi 

Pimpinan dan Anggota   Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6847); 

 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia  Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara   Republik Indonesia Nomor 6322); 

 19. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk 

Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29); 

 

 



 20. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  52 Tahun  2012 

tentang Pedoman  Pengelolaan Investasi  Pemerintah  

Daerah  (Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754);  

 21. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan  Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban  Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

 22. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran  Dalam   

Anggaran   Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2018 Nomor 

630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Menteri  

Dalam  Negeri  Nomor  78 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 36 Tahun 

2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran   Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1777); 

 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

 24. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah (Berita Negara   Republik   Indonesia Tahun 

2021 Nomor 431); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 



 

 26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 

2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota 

Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1); 

27. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2022 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 

2022 Nomor 33 ); 

  

 MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :   PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 75 TAHUN 2022 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang 

Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita 

Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 75) 

sebagiamana telah diubah dengan Peraturan  Walikota  

Pangkalpinang Nomor  11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas  

Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  Anggaran 

2023 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 146) Perubahan 

Atas Peraturan sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai          

berikut: 

Pasal 2 

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                        

Tahun Anggaran 2023 semula Rp974.176.042.111,00 

bertambah Rp20.436.519.916,00 sehingga menjadi 

Rp994.612.562.027,00 dengan rincian sebagai berikut:     



1. P endapatan daerah 

  a. Semula   Rp 925.876.042.111,00 

  b. Bertambah Rp 5.314.800.000,00 

  Jumlah pendapatan daerah Setelah  

  Perubahan   Rp931.190.842.111,00 

 

2. Belanja daerah 

   a. Semula      Rp 969.676.042.111,00 

  b. Bertambah  Rp 20.436.519.916,00 

 Jumlah belanja daerah  setelah  

 perubahan        Rp  990.112.562.027,00 

 Total Surplus / defisit  (Rp 58.921.719.916,00) 

 

3. Pembiayaan daerah 

  a. Penerimaan pembiayaan 

          Semula    Rp 48.300.000.000,- 

          Bertambah Rp 15.121.719.916,-  

          Jumlah penerimaan Pembiayaan  

     setelah perubahan     Rp 63.421.719.916,00 

 b. Pengeluaran pembiayaan 

         Semula     Rp 4.500.000.000,00 

          Bertambah  Rp 0 

         Jumlah pengeluaran Pembiayaan  

         setelah perubahan     Rp 4.500.000.000,00 

         Jumlah pembiayaan neto  

      setelah perubahan             Rp 58.921.719.916,00 

     Sisa lebih pembiayaan anggaran 

     setelah perubahan          Rp 0 

 

2.  Lampiran I, II dan III diubah sebagaimana tercantum dalam 

lampiran I, II dan III Peraturan Walikota ini. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal II 

 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah. 

 

  Ditetapkan di Pangkalpinang 

  pada tanggal   5  Juni  2023 
 

 WALIKOTA PANGKALPINANG, 

 

dto 

  MAULAN AKLIL  

Diundangkan di Pangkalpinang 
pada tanggal    5 Juni  2023 

 
SEKRETARIS DAERAH 
KOTA PANGKALPINANG,  

 

dto 
MIE GO, ST.M.Si. 

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023 NOMOR 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


